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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan di Asia yang memiliki sekitar 

80% merupakan wilayah lautan. Hal ini menjadikan kawasan Asia Tenggara 

sebagai jalur alur perdagangan global. Di samping itu, Asia Tenggara juga 

memiliki letak yang strategis ditinjau dari berbagai aspek baik itu dari segi 

astronomis, geografis, politis, ekonomis, sosial serta keadaan alamnya. Tak heran 

jika strategisnya posisi kawasan ini pada era perang dingin telah menempatkan 

kawasan Asia Tenggara sebagai ajang persaingan ideologi dan militer.  

Situasi politik internasional di penghujung abad ke-20 membuat perubahan 

situasi internasional kawasan Asia Tenggara. Hal ini didasari oleh fakta adanya 

konflik teritorial yang terjadi antar negara-negara di kawasan ini, seperti konflik 

antara Indonesia dengan Malaysia mengenai batas wilayah di Perairan Ambalat, 

konflik teritorial antara Malaysia dengan Filipina mengenai wilayah Sabah, 

konflik antara Thailand dengan Kamboja mengenai Angkorwat, dan yang terbaru 

adalah konflik antara Tiongkok dengan sejumlah negara di Kawasan Asia 

Tenggara tentang klaim kepemilikan Pulau Paracel dan Spratly. 

Dari berbagai konflik teritorial antar negara di Asia Tenggara, konflik di 

Laut Cina Selatan kini menjadi sumber ketegangan baru yang dapat menimbulkan 

ancaman atas keamanan regional maupun internasional. Sumber persoalan yang 

membuat kawasan Asia Tenggara diliputi ketegangan adalah sengketa klaim 

kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan. 
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Situasi keamanan di Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun terakhir 

semakin memburuk dan memanas. Gencarnya pemerintah Tiongkok dalam 

mengakui seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan menjadi salah satu 

penyebab keamanan di wilayah perairan tersebut semakin memburuk. Bukan 

hanya semakin gencar dalam mengakui seluruh wilayah perairan Laut Cina 

Selatan, tetapi pemerintah Tiongkok juga sudah mulai membangun kontruksi 

berupa dermaga kecil untuk tempat persinggahan bagi awak kapal angkatan 

lautnya dan membangun proyek pulau buatan di wilayah perairan Laut Cina 

Selatan yang pembangunannya hampir selesai.  

Kondisi di wilayah perairan Laut Cina Selatan semakin bertambah buruk 

dan memanas, juga disebabkan karena adanya tiga kapal perang Tiongkok yang 

menjalani latihan di Laut Cina Selatan dan adanya kapal induk milik Tiongkok 

yang mulai menggelar patroli di wilayah Laut Cina Selatan. Sikap pemerintah 

Tiongkok ini mengakibatkan terjadi ketegangan hubungan antar negara-negara 

yang berkepentingan khususnya pada rana diplomatik.  

Konflik Laut Cina Selatan merupakan konflik yang sampai saat ini belum 

menemukan titik penyelesaian. Konflik yang berawal dari perebutan wilayah di 

Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel oleh enam negara yaitu Tiongkok, 

Taiwan, Vietnam, Fhilipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saat ini telah 

menjadi sumber utama ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan. 

Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel telah lama dianggap sebagai 

sumber utama dari konflik Laut Cina Selatan karena merupakan kawasan bernilai 

ekonomis sebagai jalur strategis pelayaran perdanganan yang menghubungkan 
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Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Afif, 2014:234). Hal ini membuat 

kawasan Laut Cina Selatan sebagai kawasan tersibuk di dunia, karena lebih dari 

setengah perdagangan dunia berlayar melewati kawasan Laut Cina Selatan setiap 

tahunnya.  

Meningkatnya kebutuhan energi setiap negara, maka peningkatan 

distribusi melalui jalur laut akan semakin meningkat. Dengan kondisi tersebut 

tentunya intensitas kegiatan di perairan ini juga semakin meningkat (Nugraha, 

2011:56). Sehingga jalur ini tentunya menjadi perairan yang sangat sibuk dan 

memiliki posisi strategis sebagai tempat transit. 

Selama dua puluh tahun ke depan konsumsi minyak bumi di negara-negara 

Asia akan naik 4% rata-rata per tahun. Apabila laju pertumbuhan tetap konsisten, 

permintaan minyak bumi akan naik menjadi 25 juta barrel per hari. Mau tidak 

mau untuk mengatasi permintaan Asia dan Jepang harus dilakukan impor minyak 

dari Timur Tengah. Kapal-kapal tanker pengangkut minyak dari Timur Tengah ke 

negara-negara Asia tersebut setelah melewati Selat Malaka harus melalui Laut 

Cina Selatan.  

Pelayaran Komersial di Laut Cina Selatan didominasi oleh bahan mentah 

yang menuju negara-negara Asia Timur, dan yang melewati Selat Malaka dan 

Kepulauan Spartly sebagian besar adalah kargo cair seperti minyak dan gas alam 

cair (LNG), sementara kargo kering kebanyakan batu bara dan bijih besi.  

Pengangkutan LNG melewati Laut Cina Selatan mewakili dua per tiga dari 

perdagangan LNG seluruh dunia menuju Jepang, Korea Selatan dan Taiwan 

(Muhammad, 2014:6). 
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Bukan hanya bernilai ekonomis, potensi kandungan sumber daya alam 

yang ada di kawasan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel di Laut Cina 

Selatan juga menjadi sumber utama dari konflik karena mempunyai cadangan 

minyak dan gas yang sangat banyak (Pratama, 2016:28). Potensi kandungan 

cadangan minyak dan gas inilah yang semakin memicu intensifnya klaim teritorial 

dari negara-negara yang terlibat konflik. 

Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa Laut Cina Selatan mempunyai 

potensi minyak sebesar 17 milyar ton. Jumlah ini lebih besar dari pada potensi 

minyak Kuwait yang hanya mencapai 13 milyar ton (Maksum, 2017:11). Terkait 

dua pulau utama yang menjadi sengketa yaitu Kepulauan Spratly (Spratly Islands) 

dan Kepulauan Paracel (Paracel Islands) diduga kuat mengandung cadangan 

mineral misalnya 2,5 milyar barel dan 25,5 Tcf gas alam yang belum digarap 

(Maksum, 2017:11). Potensi sumber daya alam yang sedemikian besar sudah pasti 

memicu persaingan negara-negara di Laut Cina Selatan untuk menguasai wilayah 

tersebut. Sebagian besar negara di sekitar Laut Cina Selatan mempunyai wilayah 

klaim dalam skala yang berbeda-beda.  

Kawasan Laut Cina Selatan yang merupakan rangkaian pulau berjumlah 

lebih dari 30.000 pulau termasuk gugusan karang tidak hanya kaya akan potensi 

sumber daya alam, namun posisi strategis Laut Cina Selatan juga menjadi incaran 

banyak negara untuk menggunakannya sebagai sistem pertahanan (Maksum, 

2017:3). Akibatnya, eskalasi konflik muncul menjadi ancaman serius di Laut Cina 

Selatan.  
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Menurut Rudy (2002:124), bukan hanya sumber daya alam yang memicu 

konflik  ini semakin memanas, tetapi juga disebabkan adanya tindakan provokatif 

dilakukan oleh negara-negara yang mengklaim kawasan Laut Cina Selatan berupa 

membangun kontruksi atau dermaga kecil di Kepulauan Spratly. Tindakan 

membangun kontruksi berupa bangunan atau dermaga kecil di Kepulauan Spratly 

yang disengketakan membuat konflik ini menjadi semakin sulit untuk 

diselesaikan.  

Agar konflik ini tidak semakin sulit untuk diselesaikan, ASEAN Regional 

Forum (ARF) diharapkan  memiliki peran menciptakan dan mengembangkan 

transparansi untuk peningkatan kepercayaan dan pengertian sehingga dapat 

menghindarkan atau mengurangi rasa saling curiga dan salah pengertian antara 

negara peserta. Hal ini akan semakin meningkatkan perdamaian, keamanan dan 

stabilitas nasional. Penguatan perdamaian dan keamanan kawasan akan 

memberikan lingkungan yang kondusif yang esensial bagi suksesnya 

pembangunan nasional di masing-masing negara peserta. Hal ini pada akhirnya 

akan mendorong peningkatan masyarakat di kawasan. ARF dapat memainkan 

peran penting bagi pencegahan munculnya konflik dan meningkatnya situasi 

konflik. ARF juga dapat memainkan peran untuk menghindari penggunaan 

kekuatan dan ancaman kekerasan. Di masa mendatang, ARF juga diarahkan untuk 

menjadi sarana bagi penyelesaian konflik.  

Melihat situasi yang semakin rumit, maka ARF mulai bertindak dan ikut 

turun tangan menanggapi persoalan klaim teritorial yang terjadi di wilayah Laut 

Cina Selatan. Karena jika tidak ditanggapi dengan serius maka segala bentuk 
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kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan tidak akan berlanjut dan akan 

menimbulkan konflik bersenjata di kawasan tersebut. 

Menurut Rudy (2002:124), melalui ARF diharapkan negara yang konflik 

dapat berdialog untuk mewujudkan stabilitas keamanan kawasan, maupun 

merumuskan agenda keamanan skala regional guna menampung aspirasi dan 

pandangan secara terbuka mengenai berbagai masalah di kawasan. ARF yang 

merupakan forum dialog diharapkan dalam menyelesaian konflik secara damai 

dan dapat menghindari kemungkinan timbulnya ketegangan konflik bersenjata di 

kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, sehingga tidak menimbulkan kerawanan 

keamanan dan stabilitas politik regional di kawasan Asia yang mencangkup Asia 

Timur dan Asia Tenggara.   

Hal ini juga terdapat didalam Association Of Southeast Asian Nations, 

2002 Declaration On The Conduct Of Parties In The South China (2002:1) bahwa 

penyelesaian sengeketa teritorial dan yurisdiksi dapat diselesaikan dengan cara 

damai tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan, tetapi melalui negosiasi 

dengan negara-negara yang berkonflik sesuai dengan prinsip hukum internasional.  

Dilihat dari penjelasan diatas bahwa ARF memiliki peran yang sangat 

penting dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan secara damai tanpa 

menggunakan ancaman atau kekerasan, sehingga penulis tertarik untuk membahas 

konflik di Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara serta peran ARF dalam penyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan  

dengan judul penelitian “Peran ASEAN Regional Forum (ARF) dalam 

Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan”. 
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1.2 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, maka dilakukan batasan-

batasan terhadap permasalahan yaitu :  

1. Sejarah Konflik Laut Cina Selatan 

2. Hambatan Yang Dihadapi ASEAN Regional Forum (ARF) dalam 

penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. 

3. Peran ASEAN Regional Forum (ARF) dalam penyelesaian konflik 

Laut Cina Selatan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, indentifikasi masalah, dan batasan masalah, 

maka rumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah Sejarah Konflik Laut Cina Selatan? 

2. Apakah hambatan yang dihadapi ASEAN Regional Forum (ARF) 

dalam Penyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan?  

3. Bagaimana peran ASEAN Regional Forum (ARF) dalam 

Penyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian pada umumnya dilakukan untuk memecahkan suatu 

permasalahan secara ilmiah, maka dari itu penelitian ini bertujuan:  

1. Untuk mengetahui Sejarah konflik Laut Cina Selatan 

2. Untuk mengetahui Peran ASEAN Regional Forum (ARF) dalam 

Penyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan. 
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3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi ASEAN Regional Forum 

(ARF) dalam Penyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah : 

1. Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai penambahan referensi 

bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan PPKn FIS UNIMED. 

2. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan 

kemampuan berfikir dan menulis karya ilmiah di bidang kajian sosial-

politik dengan fenomena yang terjadi. 

3. Hasil penelitian ini bisa menambah informasi mengenai bagaimana Peran 

ASEAN Regional Forum (ARF) dalam Penyelesaian Konflik Laut Cina 

Selatan. 

 


